
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lcntang Pcnyclcnggaru 
Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi da n 
Ncpotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199() 
Nomor 75,. Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik l ridoriusr.. 
Nomor 3851) sebagaimana Lelah diubah bcbcrapa kali tcrak hir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tah un 2019 tcr.taru; 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberanlasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor I CJ7. 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 17 T'ah un 2003 lentang Keuarigan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:~ 
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4286) scbagairnana Lelah diubah bebcrapa kali tcrakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 lcnlang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lcrnbaran Negara Pcpublik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Ncga1·;t 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapalan da n 
Belanja Daerah, perlu menunjuk pejabat-pejabat yang dibcri 
wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Mcmbayar, 
mengcsahkan Surat Pcrtanggungjawaban, dan mcrrgc loln 
Barang Milik Dacrah pada sctiap Saluan Kcrja Pcrangkat. Dacra h 
dalam Lingkup Pcmcrintah Kota Makassar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a, pcrlu mcnctapkan Kcputusan Wa li Kot.a 
Makassar tcntang Pcnunjukan Pejabat-Pcjabat yang dibcri 
Wcwcnang unt.uk Mcnandutangani Surat Pcrintah Mcmbayar, 
Mengesahkan Surat Pcrtanggungjawaban, dan Mcngclola 
Barang Milik Daerah pada setiap Saluan Kerja Pcrangkat Dacrah 
dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar; 

WAL! KOTA MAKASSAR, 

Mcngingal 

Menimbang 

WAL! KOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN WALi KOTA MAKASSAR 
NOMOR 3316/188. 4. 45/TAHUN 2024 

TENT ANG 

PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN sur~AT 

PERTANGGUNGJAWABAN, DAN MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA Sl~Tl/\I' 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP 

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharann 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h uri 2001-1 

Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) scbagaimana tclah diubah bebcrapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tent:ang 
Harmonisasi Peraturan Pcrpajakan (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tenlang Pcrncri n tahu n 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah bebcrapa kali tcra khir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tah un 2023 tcntang 
Penetapan Peraturan Perncrintah Pengganli Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja mcnjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administ.rasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) scbagaimana tclah diubah bcbcrapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 t.enl.ang 
Penetapan Pcraturan PcmcrinLah PengganLi Undang-Uridunu 
Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kcrja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lcrribaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 lcnlang Apara tur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 6897); 

8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar 
di Provinsi Sulawesi Sclatan (Lernba ran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7071); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta h u n 2010 tcntarig St.a ndu r 
Akuntansi Pernerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 6322); 
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Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Dikturn KEDUA, dalam 
menjalankan tugas dan kcv .. .ajibannya diberikan honorari urn 
bulanan scbagairnana diatur dala.m Pcraturan Wali Kola Makassar 
tentang Standar Harga Satuan. 

KETIGA 

Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup 
Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran, untuk 
menandatangani Surat Perintah Membayar bcserta Dufta r 
Pengujinya, mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, du n 
mengelola Barang Milik Dacrah tcrhadap pelaksanaan Anggarnn 
Pendapatan dan Bclanja Daerah Kola Makassar dalam lingkup 
Satuan Kerjanya masing-masing. 

KEDUA 

Menunjuk Pcjabat-Pejabat yang dibcri Wcwcnang unt.uk 
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat. 
Pertanggungjawaban, dan Mcngclola Barang Milik Daerah pada 
setiap Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah dalarn Lingkup Pcmcriritah 
Kota Makassar. 

KESA TU 

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN 
PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAf~. 
MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGcJAWA8AN, DAN 
MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA SETIAP SATUAN 
KERcJA PERANGKAT DAERAH DALAM LlNGKUP PEMERINT/\I I 
KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Memperhatikan : Surat Plh. Dircktur Jendcral Bina Kcuangan Dacrah Kcmcn tcr ia n 
Dalam Ncgcri Nomor 900.1.15.1/ 21143/Kcuda Tanggal 12 
Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksariaan Anggaran dan 
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten Lenig 
Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tcntang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lcmbaran 
Daerah Kota Makassar Tah un 2016 Nomor 8) scbagairnana Lelah 
diubah dcngan Pcraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Ta h u n 
2023 ten tang Perubahan Atas Pcraturan Dacrah Kota Makassar 
Nomor 8 T'ahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan 
Perangkat Dae rah (Lcmbaran Daerah Kota Makassar Ta h u n 
2023 Nomor 8); 

13. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tcntarig 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Kola 
Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lernbaran Dacrah 
Kota Makassar N omor 2); 

14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tcnt.ang 
Sistem dan Prosedur Pengclolaan Keuangan Daerah (Ber ita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98); 
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Tembusan: 
1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar; 
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar; 
3. lnspektur Kota Makassar di Makassar; 
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar; 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar; 
6. Para Kepala Badan/Dinas/Unit Kota Makassar di Makassar. 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

Dilelapkan di Makassar 
pada langgal 31 Desember 2024 

W ALIKOTA MA KASSA~ 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEN AM 

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan 
Wali Kota Makassar ten tang Penunjukan Pejabat-Pcjabat yang dibcri 
Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar, 
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Mengelola Barang 
Milik Daerah pada setiap Saluan Kcrja Pcrangkat Dacrah dalarn 
Lingkup Pemcrinlah Kola Makassar, d ia tur lcbih lanjul olch Kcpa!a 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kota Makassar. 

KELI MA 

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pclaksanaa n 
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar. 

KEEMPAT 
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